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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1). Penerapan Azas itikad dalam 

perjanjian sewa kendaraan bermotor pada FIF Mataram, dan 2), Cara penyelesaian 

sengketa, jika terjadi perselisihan atas perjanjian sewa beli  kendaraan  bermotor 

pada FIF Mataram. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan normatif. 

Khususnya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di FIF Mataram. Hasil 

perjanjian Sewa Beli, sejak pra perjanjian, perjanjian maupun post perjanjian, tidak 

berjalan sebagaimana mestinya atau oleh Pembeli Sewa/Konsumen Jika terjadi 

perselisihan dapat ditempuh 3 (tiga) cara, yaitu: 1), Litigasi, 2) ,Mediasi dan 3) 

Musyawarah. 

Kata Kunci : Itikad Baik Dalam Sewa Beli 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to find out 1). Application of the principle of intentions 

in motor vehicle rental agreements on FIF Mataram, and 2), How to settle disputes, 

if there is a dispute over the agreement to purchase a motorized vehicle at FIF 

Mataram. This study uses empirical and normative methods. Especially the 

agreement to buy motorized vehicles at FIF Mataram. The results of the Buy Lease 

agreement, from the pre agreement, agreement or post agreement, are not running 

properly or by the Lease / Consumer Buyer. If there is a dispute, it can take 3 (three) 

ways, namely: 1), Litigation, 2), Mediation and 3) Deliberation .  

Keywords: Good Faith in Buying Leases   
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I. PENDAHULUAN 

Itikad baik merupakan hal yang esensial dalam hubungan hukum yang dibuat 

oleh kedua belah dalam kehidupan masyarakat. Asas itikad baik dimaksudkan untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang memang memiliki 

itikad baik dalam mengadakan perjanjian. Jadi itikad baik ini harus tercapai pada 

tahap prakontraktual dan tahap kontraktual. Demikian juga halnya dalam perjanjian 

sewa beli kendaraan bermotor, asas itikad baik tetap merupakan hal yang esensial, 

walaupun perjanjian sewa beli tidak diatur dalam KUH Perdata maupun dalam KUH 

Dagang , namun Sewa-beli ini timbul dalam praktek masyarakat. 

Ny. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, berpendapat bahwa : “ Itikad baik 

tersebut harus berdasarkan kebebasan berkontrak dan akibat-akibat perjanjian 

tersebut harus mengindahkan bahwa kedua belah pihak tidak melakukan hal-hal 

yang tidak masuk akal, serta tidak mengesampingkan ketertiban umum dan 

kesusilaan” 
1
 

Sampai pada saat ini hanya ada satu peraturan yang mengatur tentang sewa-

beli yaitu : Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor:34/ KP/ 

II/1980 yang mengatur tentang perizinan kegiatan sewa-beli, jual beli dengan 

angsuran dan sewa. Namun perlu diketahui bahwa Surat Keputusan Menteri 

Perdangan dan Koperasi tersebut belum mengatur mengenai sewa beli secara 

terperinci, karena itu maka dalam praktek masyarakat masih banyak kemungkinan 

menimbulkan hambatan-hambatan. 

                                                           
                

1.
Ny. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Perutangan (Bagian B), Seksi Hukum Perdata  

Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta,1980,hal.35 
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Subjek/para pihak dalam sewa beli ini adalah Penjual yang berupa sebuah 

perusahaan penyedia jasa kredit , yang bersedia memberikan kemudahan dalam 

pembelian atas suatu barang dengan pembayaran secara angsuran yang akan 

dibayarkan setiap bulannya yang dalam hal ini disebut “Kreditur” dan “Debitur” 

adalah Pembeli yang berstatus Penyewa untuk sementara sampai dengan hak dan 

kewajiban sebagai debiturnya diselesaikan. 

Namun dalam praktek perjanjian sewa beli menggunakan perjanjian baku 

atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Kreditur ( penjual) tinggal 

menyodorkan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan calon 

pembeli, tinggal menyatakan kehendaknya untuk menerima atau menolak isi 

perjanjian tersebut bahkan tidak sempat membaca isi perjanjian yang telah 

disediakan oleh kreditur. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat 

dirumuskan   sebagai berikut: (1). Bagaimanakah Penerapan Azas Itikad Baik Dalam 

Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor pada  FIF Mataram? 2). Bagaimanakah 

cara penyelesaian sengketa, jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian 

Sewa Beli Kendaraan bermotor pada FIF Mataram? 

Tujuan dan Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah : a). Untuk 

mengetahui Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan 

Bermotor pada FIF Mataram dan untuk mengetahui cara penyelesaiannya, jika terjadi 

perselisihan/sengketa atas Perjanjian Sewa Beli Kendaraan pada FIF Mataram. b). 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu hukum umumnya dan hukum perjanjian sewa beli 

kendaraan bermotor pada khususnya. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 
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memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan khususnya  bagi 

perusahaan yang melayani sewa beli kendaraan bermotor. Juga hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan 

pengetahuan terkait dengan sewa beli kendaraan bermotor guna dipakai sebagai 

dasar rujukan dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya 

hukum perdata dalam bidang perjanjian sewa beli kendaraan bermotor. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum 

normative dan empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber 

data berasal dari sumber data primer seperti hasil wawancara dan data sekunder 

seperti  kepustakaan, sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer 

,data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui 

wawancara dan data dokumen. 
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II. PEMBAHASAN 

1. Penerapan Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor 

Pada FIF Mataram 

a) Pra Perjanjian 

       Pada dasarnya pihak FIF menawarkan pejualan kendaraan dengan 

angsuran, melalui brosur-brosur. Tetapi format pernjanjiannya adalah 

perjanjian pembiayaan, bukan perjanjian sewa beli. Dengan demikian, bahwa 

sejak awal FIF telah menunjukkan itikad tidak baik dengan cara membuat 

format perjanjian beda dengan brosur yang ditawarkan. 

b) Tahap Kontrak/ Perjanjian 

     Pada saat penandatanganan perjanjian, konsumen atau pembeli tidak 

mengerti apa yang dimaksud dengan perjanjian pembiayaan konsumen. 

Dalam pikiran mereka hanya membeli kendaraan bermotor secara angsuran, 

sesuai dengan promosi yang dilakukan oleh Pihak FIF, baik dengan 

menyebarkan brosur-brosur maupun iklan melalui media masa. Dan 

konsumen hanya mengetahui kewajiban-kewajiban mereka untuk membayar 

angsuran setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, apapun 

bnetuk dan format perjanjian, resiko rusak, hilang atau musnahnya sepeda 

motor karena sebab apapun juga, sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

pemegang kendaraan atau konsumen ( pembeli), sesuai dengan isi perjanjian 

point 5 butir 1. 

Ketentuan perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh FIF dengan 

konsumen tersebut di atas, tidak sejalan atau bertentangan dengan ketentuan 

Pasal 1444 KUH. Perdata. 
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Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diterapkan oleh Pihak FIF, 

selain risiko  atas hilangnya/rusaknya atau sebab lainnya kendraan bermotor 

ditanggung oleh konsumen, juga konsumen dibebani kewajiban untuk tetap 

membayar sisa angsurannya. Sedangkan kalau diperhatikan ketentuan Pasal 

1444 KUH.Perdata di atas, seharusnya perjanjian berakhir dan konsumen 

dibebaskan dari kewajiban untuk membayar sisa angsuran. 

Menurut hemat Penulis, sekalipun sifat perjanjian itu terbuka atau 

kebebasan berkontrak yaitu para pihak bebas membuat perjanjian dalam 

bentuk apapun dan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang atau 

merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak ( Pasal 1338 ayat 1 KUH. 

Perdata ( lex special drogat), namun harus dilakukan dengan itikad baik, 

sebagaimansa disyaratkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH. Perdata. 

 Maksud dari Pasal 1338 ayat (3)  bahwa perajnjian itu dilaksanakan 

menurut kepatutan dan keadilan (redelijk en billijkheid).  Redelijk artinya 

rasional, dapat diterima oleh nalar dan akal sehat ( reasonable; rasionnable), 

sedang billijkheid  artinya patut dan adil”.
2 

Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 1339  KUH. Perdata, yang ber 

bunyi: 

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas 

ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu menurut 

sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau 

undang-undang.     

                                                           
2 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Kencana Prenada Media Group, Rawamangun-Jakarta, 2010, hal.135. 
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Keadilan yang dimaksud disini ( Pasal 1339 KUH. Perdata), menurut 

hemat Penulis adalah  itikad baik. 

Kalau diperhatikan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) dan pendapat para 

ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa format perjanjian yang disediakan 

dan disodorkan oleh Pihak FIF Mataram, mengandung itikad tidak baik ( de 

kwader trouw), sehingga oleh karena itu, FIF harus menanggung risiko  yang 

timbul akibat perjanjian tersebut dan atau setidak-tidaknya pembeli sewa atau 

penerima fasilitas dibebaskan dari sisa beban pembayaran, sebagaimana 

ketentuan Pasal 1444 KUH.Perdata yang tersebut di atas. Namun FIF tetap 

membebankan kepada pembeli sewa atau penerima fasilitas untuk tetap 

melunasi sisa tunggakan tanpa melihat dan memperhatikan ketentuan Pasal 

1339 dan  Pasal 1444 KUH.Perdata. 

Hal ini menurut hemat Penulis bahwa perjanjian yang ditanda tangani 

kedua belah pihak, mengandung cacad kehendak, di mana pihak konsumen ( 

pembeli) tidak dapat mengemukakan kehendaknya secara bebas, karena 

format perjanjian sudah disiapkan dan disodorkan oleh Pihak FIF untuk 

ditandangani oleh konsumen atau pembeli. Pembeli hanya berpikir untuk 

mendapatkan sepeda motor. 

c) Tahap Post Kontrak/Perjanjian 

Apabila benda yang menjadi objek perjanjian sewaktu – waktu terjadi 

suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak maka yang bertanggung 

jawab atas benda tersebut adalah pemegangnya. Kesalahan di luar kesalahan 

satu pihak inilah yang di namakan “risiko”. Risiko ialah Kewajiban memikul 
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kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu 

pihak. 

Dalam Hukum Perjanjian hanya ada satu pasal yang mengatur 

mengenai risiko ini yaitu pasal 1237 KUHPerdata,  menyatakan : 

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, 

maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan 

si berpiutang. 

Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, 

kebendaan adalah atas tanggungannya. 

Kalau diperhatikan ketentuan Pasal 1237 KUH.Perdata di atas, jika 

barang jaminan yang merupakan objek perjanjian hilang merupa kan 

kelalaian si debitur sebagai pemegang atau yang mempunyai hak penguasaan 

atas barang jaminan tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah debitur. 

Demikian juga yang diberlakukan oleh Pihak FIF Mataram bahwa 

resiko atas hilangnya kendaraan bermotor objek perjanjian pembiayaan 

ditanggung oleh konsumen (pembeli), sebagaimana yang tertera dalam Surat 

Perjanjian Pembia yaan, point 5 butir 1. Dan untuk mengalihkan risiko, Pihak 

FIF mewajibkan konsumen (penerima fasilitas) untuk mengasuransikan 

fasilitas yang diterima (sepeda motor) kepada Perusahaan Asuransi yang 

ditunjuk oleh FIF dengan membayar premi sekaligus bersama-sama uang 

muka dan angsuran  pertama dan jangka waktu asuransi sama dengan jangka 

waktu angsuran berlangsung. 
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Hal ini menurut hemat Penulis, sejalan dengan ketentuan Pasal 1237 

KUH.Perdata dan sesuai dengan isi perjanjian  yang ditanda tangani oleh 

kedua belah point 5 butir 1, yang berbunyi : 

Apabila kendaraan bermotor  tidak hilang, hingga   jangka waktu 

angsuran lunas, maka uang premi tidak bisa ditarik kembali oleh konsumen ( 

pembeli motor) dan menjadi milik Perusahaan Asuransi. Namun yang 

menjadi masalah dihadapi oleh konsumen adalah pada waktu mengclaim 

pada Perusahaan Asuransi melalui FIF atas hilangnya atau rusaknya 

kendaraan bermotor.  

Pihak Perusahaan Asuransi sering berkelik dan berlindung di balik 

perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak FIF dengan konsumen 

dan syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak oleh Pihak Asuransi tanpa 

ditanda tangani oleh konsumen, terutama tentang ketentuan pencurian murni, 

yaitu pihak konsumen ( pembeli ) harus bisa membuktikan bahwa kendaraan 

bermotor murni hilang karena pencurian. Oleh karena itu, konsumen 

diwajibkan membuat laporan tertulis tentang kehilangan kendaraan bermotor 

yang diketahui oleh Kepala Lingkungan, Lurah dan Kepolisian setempat. 

Namun sekalipun telah dilakukan hal-hal tersebut, Pihak Asuransi harus 

membuktikan laporan konsumen dengan mengirim tim surveyer bersama-

sama surveyer FIF untuk menyelidiki kebenaran laporan konsumen dengan 

menanyakan orang-orang yang mereka temui di lokasi. Hal ini sangat sulit 

bagi Pihak Asuransi dan FIF, untuk mendapatkan informasi yang akurat, di 

mana survey dilakukan dalam tenggang waktu yang lama setelah kejadian 

(pencurian) dan tidak adanya saksi yang melihat sendiri tentang  hilangnya 

kendaraan bermotor tersebut, saksi hanya mendengar cerita dari orang lain 
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atau dari konsumen sendiri. Apalagi kejadian pencurian kendaraan tersebut, 

jauh dari tempat tinggal konsumen (pembeli), misalnya tempat tinggal 

konsumen di Mataram, sedangkan hilangnya kendaraan tersebut di Praya. 

Kemudian konsumen atau pembeli, harus mengambil surat keterangan di 

Kepala Lingkungan dan Lurah tempat tinggalnya.    

Situasi dan keadaan seperti inilah yang dimanfaatkan oleh Tim surveyer 

untuk membuat laporan kepada Pimpinan Asuransi dan Pimpinan FIF bahwa 

laporan konsumen tentang hilangnya kendaraan tidak akurat dan tidak 

memenuhi syarat, sehingga merekomendasikan bahwa claim konsumen ( 

pembeli) tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu tidak dapat dipenuhi. 

Demikian juga halnya terjadi kecelakaan, Pihak Pembeli Sewa harus  

benar-benar dapat mebuktikan bahwa rusaknya kendaraan adalah murni 

kecelakaan. Kalau Pihak FIF dan asuransi dapat mebuktikan atas hasil 

pemeriksaannya sendiri, maka kecelakaan tersebut tidak dapat diclaim atau 

dengan kata lain claimnya dianggap tidak memenuhi syarat. Pihak Asuransi 

dan FIF tidak melibatkan pihak Kepolisian dalam menilai sebab-sebab 

kecelakaan, hanya berdasarkan penilaiannya sendiri, sehingga pihak Pembeli 

sewa tetap menanggung resiko tersebut dengan kewajiban tetap membayara 

sisa angsuran kendaraan dan melanjutkan pembayaran premi. 

Kalau dilihat format perjanjian, secara formal atau secara eksplisit 

bahwa format perjanjian adalah merupakan perjanjian pembiayaan 

konsumen, dimana konsumen dibuat seolah-olah meminjam uang sebagai 

biaya pembelian kendaraan bermotor, Namun kalau disimak secara cermat 

dan realitanya bahwa perjanjian tersebut secara implisit merupakan perjanjian 
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sewa beli kendaraan bermotor. Karena senyatanya konsumen menerima 

kendaraan bermotor dari FIF melalui dealer yang ditunjuk oleh FIF, 

konsumen/pembeli sewa tidak menerima uang untuk pembelian kendaraan. . 

Demikian juga isi perjanjian, pembeli (konsumen) hanya diberikan untuk 

diberikan untuk menggunakan atau menguasai kendaraan bermotor dengan 

beban kewajiban membayar sejumlah angsuran sesuai perjanjian yang 

disepakati. Hak kepemilikannya baru beralih ke tangan konsumen , setelah 

pembayaran lunas. Hal ini menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan 

dan Koperasi RI Nomor: 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Sewa 

Beli, Pasal 1 huruf a, bahwa yang dimaksud Sewa Beli ( Hire Purchase) 

adalah: 

Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan 

cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli 

dengan pelunasan atas harga barang yang tidak disepakati bersama dan 

yang diikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut 

baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar 

lunas oleh pembeli kepada penjual.    

Sejalan dengan pengertian di atas, secara teoritis dikemukakan oleh 

Nico Ngani dan A. Qiram Meliala, sebagai berikut: 

 “ sewa beli adalah jual beli barang di mana penjual melaksanakan 

penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang 

dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah 

disepakati dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barang tersebut, 
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baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya 

dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”
3
.  

Berdasarkan hal tersebut, menurut hemat penulis bahwa sejak awal sudah 

terdapat cacad kehendak atau itikad tidak baik yang dirterapkan oleh pihak 

FIF dalam perjanjian sewa beli kendaraan, namun masyarakat tidak 

menyadari hal tersebut. 

2. Cara Penyelesaian, jika Terjadi Perselisihan/Persengketaan atas terjadi 

Resiko atas Obyek Perjanjian Sewa Beli di FIF Mataram 

Cara penyelesaian perselisihan/persengketaan, harus  merujuk pada isi 

perjanjian yaitu melalui pengadilan, sebagaimana tertera dalam Surat 

Perjanjian Pasal 8, yang berbunyi sebagai berikut:  

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian 

Pem- biayaan ini, Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang 

tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang 

wilayah hukum nya meliputi kantor cabang Pemberi Fasilitas atau 

tempat lainnya yang di-tunjuk oleh Pemberi Fasilitas.   

Selain melalui pengadilan, juga diselesaikan secara musyawarah dan mediasi 

sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi penyelesaian melalui 

pengadilan, Pihak Penerima Fasilitas (Pembeli) tidak dapat melaksanakannya. 

Hal ini disebabkan disamping ada penekanan Pihak Pemberi Fasilitas 

(Penjual/FIF) tidak memberi tahunya. 

 

 

                                                           
3
 .  Nico Ngani dan A. Qiram Meliala, Loc.Cit.  
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III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan 

Bermotor pada FIF Mataram.  

a. Pra Perjanjian 

Bahwa awalnya Pihak FIF menawarkan pembelian kendaraan bermotor 

dengan cara sewa beli melalaui brosur-brosur atau promosi, lengkap 

jumlah uang muka dan jumlah angsuran serta lamanya angsuran;  

b. Perjanjian 

1). Bahwa dalam prakteknya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor FIF 

Mataram, format perjanjian yang disiapkan oleh pihak FIF ( format 

baku), pihak pembeli sewa tidak dapat menyatakan kehendaknya secara 

bebas, sehingga terjadi cacad kehendak dan penerapan itikad baik pada 

FIF Mataram, tidak berjalan mestinya; 

2).Bahwa Pembeli sewa menunjukkan Itikad tidak baiknya menggunakan 

alamat palsu, sengaja tidak membayar tepat pada waktunya dan memindah 

tangankan kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan pihak FIF;  

c. Post Perjanjian  

Bahwa di dalam isi perjanjian ada klausul yang menyatakan penyelesaian 

sengeketa/perselisihan diselesaikan di pengadilan tempat pemberi fasilitas 

berada, realitanya diselesaikan oleh FIF dengan caranya sendiri dengan 

mengenyamping ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH.Perdata, 

bahwa  FIF tidak memiliki itikad baik sejak awal. 
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2. Cara Penyelesaian sengketa, jika terjadi perselesihan dalam Pelaksanaan 

Per-janjian sewa beli kendaraan bermotor. 

a. Bahwa penyelesaian sengketa, dapat diselesaikan secara ligitasi dan 

melalui musyawarah atau mediasi;  

b. Pada umumnya tidak ada penerima fasilitas/pembeli sewa 

menyelesaikan persengketaan/perselisihan dengan FIF melalui 

Pengadilan, sekalipun kendaraannya di ambil paksa oleh Colektor FIF, 

karena penerima fasilitas terikat dengan isi perjanjian Pasal 12 ayat 2, 

yang tidak disadarinya oleh penerima fasilitas dan menguntungkan 

pihak FIF; 

B. Saran 

Di samping kesimpulan di atas, penulis merasa perlu untuk mengajukan 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan sewa 

beli kendaraan pada FIF Mataram, agar membaca dan memahami secara 

cermat isi perjanjian sewa beli, agar tidak terjebak dengan isi perjanjian 

yang merugikan pembeli sewa; 

2. Disarankan kepada pembeli sewa/konsumen dan Pihak FIF, agar dapat 

menyelesaikan persengketaan/ perselisihan mereka dengan cara-cara yang 

terbaik,yang tidak merugikan kedua belah pihak; 

3. Disarankan kepada Pihak FIF untuk memperbaiki format dan isi perjanjian 

yang sesuai dengan sewa beli,bukan perjanjian pembiayaan konsumen, 

agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen bahkan akan merugikan 

pihak FIF sendiri.   

4.  
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